
  

 

 

 

WALIKOTA BATAM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN WALIKOTA BATAM 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BATAM, 

 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 

 
Mengingat 
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana 
Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kota Batam; 

 
1. Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902) 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

 a.  

SALINAN 



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Menetapkan 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

 

5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157);  

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT 

PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.  
 



  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Walikota Batam. 

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Kesehatan Kota Batam. 

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT 
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa 
pengguna barang pada Dinas Kesehatan Kota Batam. 

6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di 
lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibitas dalam pengelolaan keuangan 
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

daerah pada umumnya. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Strategi Dinas Kesehatan yang selanjutnya 
disebut Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen 

perencanaan Dinas Kesehatan Kota Batam periode 5 
(lima) tahun. 

10. Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daaerah 

yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah 
dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun 
untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan 

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja 
dengan menggunakan teknis analisis bisnis. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. 

12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 

tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit 
kerja BLUD. 



  

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

14. Rencana kerja selanjutnya disebut Renja adalah 
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 
tahunan. 

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat 

daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber 

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut. 

17. Keluaran atau output adalah barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan 
program dan kebijakan. 

18. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran 
strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD 
 

Pasal 2 

 
(1) Renstra BLUD tahun 2021-2024 merupakan 

penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2024 dan Renstra 
Dinas Kesehatan 2021-2024. 
 

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan 
RBA BLUD. 

 
(3) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari : 

a. Renstra BLUD UPT Puskesmas Lubuk Baja; 

b. Renstra BLUD UPT Puskesmas Tanjung 

Sengkuang; dan 



  

c. Renstra BLUD UPT Puskesmas Sekupang. 
 

(4) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Lubuk Baja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
 

(5) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Tanjung 

Sengkuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

(6) Dokumen Renstra BLUD UPT Puskesmas Sekupang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. 
 

BAB III 

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD 

 

Pasal 3 

 

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 memuat : 

a. Rencana pengembangan layanan; 

b. Strategi dan arah kebijakan; 

c. Rencana program dan kegiatan; dan 

d. Rencana keuangan. 

 
Pasal 4 

 

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 

c. BAB III : RENCANA PEMASARAN 

d. BAB IV : KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

e. BAB V : TARGET KINERJA 

f. BAB VI : PROSEDUR PELAKSANAAN DAN 

AKUNTABILITAS PROGRAM 

g. BAB VII : RENCANA KEUANGAN 

h. BAB VIII: PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

 
 

Ditetapkan di Batam 

pada tanggal  10 Mei 2021                  
 

WALIKOTA BATAM 

 
dto 

 
MUHAMMAD RUDI 

 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal 10 Mei 2021                   
     

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 
                  

                          dto 
 
                     JEFRIDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 819 

 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Ub 
Plt. Kepala Bagian Hukum 

 
 
 

 
DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19671224 199403 1 009 
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